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UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN 

ABSTRAK: • Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem 
keuangan yang kokoh. Stabilitas sistem keuangan yang kokoh dilakukan guna 
menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

• Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

• Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: (a) koordinasi 
pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; (b) penanganan 
Krisis Sistem Keuangan; dan (c) penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik 
dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem 
Keuangan. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan 
dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan 
ketahanan negara di bidang perekonomian. 

CATATAN: • Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. 
• Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat 

(4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, 
Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU No 21 Tahun 2011 

• Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keputusan Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tetap sah 
dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. 

• Lamp. 25 hlm. 

 


